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Abstract: Contributions Levy Travel Market in Increasing Revenue (Studies in the Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata and the Seller of Malang Sunday Market). Levy under Article 1 of 
Law Number. 28 of 2009 is a local charges as payment for specific services or special permits 
provided and / or administered by the local government for personal gain or weight. Unlike the 
central taxes such as Income Tax and Value Added Tax which is managed by the Directorate 
General of Taxes, Levies which can be described as managed by the Local Tax Revenue Office 
(Revenue). Department of Culture and Tourism of Malang has the main task to implement the 
regional authority in the field of tourism and culture tourism markets which are held or market 
week had legal institutions. The focus of the study (1) Contribution Levies tourism market increase 
regional income, (2) supporting and inhibiting factors affecting the tourism market in Malang 
increase regional income Using qualitative research with a descriptive approach, this study aims 
to determine, describe and How Contributions Levy analyze Malang Travel Market in Increasing 
Local Revenue. 
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Abstrak: Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pasar Minggu Kota Malang). Retribusi menurut Undang 
Undang Pasal 1 Nomor. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak 
Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut 
sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang 
kepariwisataan dan kebudayaan diantaranya adalah mengadakan pasar wisata atau pasar minggu 
yang memiliki lembaga hukum. Fokus penelitian (1) Kontribusi Retribusi pasar wisata dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (2) Faktor penghambat dan pendukung yang 
mempengaruhi pasar wisata Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar 
Wisata Kota Malang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
 
Kata kunci: retribusi pasar, pasar wisata, Pendapatan Asli Daerah 
 
Pendahuluan 
Dengan semangat perubahan yang sedang 
bergulir, daerah dituntut untuk melakukan 
pembangunan yang diharapkan mendorong 
terwujudnya kemandirian dan kemajuan daerah 
pada khususnya. Selain perencanaan awal yang 
baik, dalam mencapai sebuah keberhasilan 
pembangunan juga diperlukan agar dapat 
tercapai pembangunan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. Pembangunan nasional yang 
dilaksanakan di Indonesia, merupakan sebuah 
usaha untuk mencapai suatu masyarakat adil dan 
makmur yang merata baik secara materiil 
maupun spirituil dalam suasana peri kehidupan 
bangsa yang aman, tertib dan dinamis. 
Perencanaan yang mendukung pada 
hakekatnya merupakan perhitungan mengenai 
rangkaian kebijakan dan langkah-langkah dalam 
pelaksanaan. Selain itu, teknik juga merumuskan 
kebijaksanaan pembangunan yang sangat di 
perlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada 
umumnya dilakukan secara sektoral, hal ini 
dilakukan agar dalam pelaksanaannya dapat tepat 
sasaran seperti yang telah diharapkan. Upaya 
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yang efektif adalah dengan adanya pelaksanaan 
otonomi daerah. Dengan pemberian otonomi 
kepada daerah maka memungkinkan kepada 
daerah yang bersangkutan mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 
pelayanan terhadap masyarakat. Suatu daerah 
otonom akan mampu berotonomi apabila daerah 
tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah di 
daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada 
pemerintah pusat sehingga pendapatan asli 
daerah harus menjadi bagian terbesar dalam 
memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah 
daerah. Oleh karena itu kemandirian atau 
kemampuan keuangan daerah dicerminkan dari 
adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
dijadikan salah satu tolak ukur dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. 
Bagaimanapun juga Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang merupakan sumber 
pendapatan dari daerah sendiri perlu terus 
ditingkatkan agar dapat membantu dalam 
memikul sebagian beban. Perencanaan 
pembangunan yang dibuat juga harus 
berdasarkan pada kondisi obyektif sesuai dengan 
spesifikasi serta potensi sumber daya yang 
terdapat  pada masing-masing wilayah. Otonomi 
daerah  juga akan  mendorong daerah seperti 
Kota dan Kabupaten untuk membangun dan 
mengembangkan wilayah berdasarkan kondisi 
obyektif yang dimiliki daerah masing-masing.  
Maka daerah-daerah di Indonesia dituntut untuk 
mampu berdiri sendiri dalam menyelenggarakan 
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat serta benar-benar 
berorientasi pada masyarakat. 
Sektor  pariwisata merupakan salah satu 
sektor dibidang pembangunan. Serta salah satu 
program andalan bagi pemerintahan Indonesia. 
Seiring dengan perkembangan  jaman, pariwisata 
telah berkembang  pesat serta telah  mengalami 
berbagai perubahan, baik perubahan pola, bentuk 
dan sifat kegiatan. Kepariwisataan memiliki 
peran yang sangat penting dan strategis bagi 
perekonomian nasional. Di samping itu pariwsata 
juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti 
komoditi andalan  yang tidak dapat diperbaharui 
seperti pertanian, pertambangan, minyak dan 
hasil hutan.    
Untuk mengoptimalkan peranan pariwisata 
tersebut maka perlu dilakukan penataan 
mekanisme pembangunan dalam pariwisata 
secara konsepsional yang dapat dijadikan 
pedoman dalam menentukan arah, tujuan, 
sasaran, dan strategi kebijaksanaan untuk 
pembinaan kepariwisataan di Indonesia. 
Disamping itu dalam rangka mengembangkan 
sektor pariwisata secara nasional maka 
pemerintah harus melakukan berbagai tindakan 
dalam rangka mendukung kegiatan 
pengembangan pariwisata, pemerintah 
mengeluarkan program-program pariwisata yang 
berupa Sapta Kebijakan Pariwisata yaitu berupa 
tujuh butir kebijakan yang sangat mendukung 
dalam meningkatkan keberhasilan program-
program pariwisata yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, Isi dari Sapta Kebijakan 
Pariwisata tersebut menururt Musanef (1995, 
h.39) adalah sebagai berikut : 
1. Promosi digencarkan 
2. Aksebilititas diperluas 
3. Mutu Produk dan pelayanan dimantapkan 
4. Kawasan pariwisata dikembangkan 
5. Wisata bahari digalakkan 
6. Sumber Daya Manusia ditingkatkan 
7. Sadar Wisata dan sapta pesona digalakkan  
Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta 
kewenangan di dalam mengelola dan  
memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di 
daerahnya, serta pengelolaannya Pemerintah 
Daerah mempunyai konsekuensi wewenang dan 
tanggung jawab sepenuhnya.  
Kota Malang merupakan kota terbesar 
kedua di Jawa Timur yang memiliki potensi-
potensi yang menjanjikan, salah satunya adalah 
sektor pariwisata. Potensi pariwisata yang ada 
memerlukan keahlian yang cukup dan biaya yang 
besar untuk dapat menjadi suatu daerah wisata 
yang menarik. Menurut Salah Wahab (1975, 
h.55) menjelaskan bahwa: “Pariwisata adalah 
salah satu jenis industri baru yang mampu 
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 
penyediaan lapangan kerja, peningkatan 
penghasilan, standart hidupseta menstimulasi 
sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, 
sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga 
merealisasi indutri-indutri klasik seperti industri 
kerajinan tangan dan cenderamata, penginapan 
dan transportasi.” 
Kota Malang memiliki cita-cita yang 
dikenal sebagai Tri Bina Cita karena komitmen 
pemerintah daerah untuk mengembangkan 
daerah dengan mengacu kepada 3 aspek yaitu: 
Pendidikan, Pariwisata dan perdagangan 
(industri). Ikon pariwisata yang telah dan sedang 
dikembangkan adalah wisata belanja di Pasar 
Wisata Kota Malang yang letaknya di Jalan 
Tenes dan diadakan setiap hari minggu pagi. 
Wisata belanja ini juga menjadi percontohan bagi 
beberapa kota lain dan pada pertengahan tahun 
2010 serta mendapatkan penghargaan kedua 
dalam bidang pariwisata di Jawa Timur. Karena 
Pasar merupakan  salah satu tujuan wisata. 
Keberadaan pasar tradisional dibutuhkan oleh 
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semua lapisan masyarakat. Jika konsep pasar 
tradisional dikemas sedemikian rupa, tentu akan 
banyak mendatangkan wisatawan. Di Kota 
Malang banyak bermunculan pasar wisata. 
Dalam pasar wisata belanja ini terdapat berbagai  
macam  barang dagangan dan  kebanyakan 
pedagang yang tergabung di dalamnya adalah 
kelompok  pedagang usaha kecil menengah. Jadi, 
di dalam Pasar Wisata ini juga memberdayakan 
para pedagang usaha kecil menengah.  Kota 
Malang sebagai salah satu daerah otonomi yang 
berada di wilayah propinsi Jawa Timur yang 
terus menggali potensi-potensi keuangan daerah 
agar dapat meningkatkan penerimaan bagi 
Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya 
adanya Retribusi Daerah. Ada bermacam-macam 
retribusi daerah diantaranya adalah retribusi 
pasar. Di mana retribusi pasar memberikan 
kontribusi yang cukup banyak. Di masing-
masing pasar tersebut pasti terjadi transaksi 
seriap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi 
pihak yang melakukan transaksi tersebut 
dipungut biaya karena menggunakan pasar 
sebagai transaksi.  
Kontribusi terhadap PAD Kota Malang 
termasuk dalam jumlah yang besar dalam 
pandangan para pedagang maupun pengurus. 
Sehingga harapan para pedagang dengan adanya 
kontribusi yang besar pemerintah Kota Malang 
memperhatikan keberadaan Pasar Wisata Kota 
Malang. Suparmako, (1997, h.94) Retribusi 
adalah pembayaran dari rakyat kepada 
pemerintah, dimana kita melihat adanya 
hubungan antara balas jasa yang langsung dan 
diterima dengan adanya pembayaran retribusi 
tersebut. Kemudian retribusi menurut Undang 
Undang Pasal 1 Nomor. 28 tahun 2009 adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak 
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang 
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi 
yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah 
dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda) 
 
Tinjauan Pustaka 
a.  Manajemen Keuangan Publik 
 Manajemen Keuangan Publik adalah 
Semua kegiatan/upaya/aktivitas yang dilakukan 
pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola 
semua urusan negara, khususnya yang berkaitan 
dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai 
dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran 
hingga kebijakan mengadakan pembiayaan. 
Menurut Mardiasmo (2004, h.2) dijelaskan 
mengenai pengertian sektor publik dilihat dari 
sudut pandang ilmu ekonomi yaitu Sektor publik 
adalah suatu entitas yang aktivitasnya 
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan 
barang dan pelayanan publik dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor 
publik merupakan tempat bagi pemerintah untuk 
menghasilkan barang dan pelayanan publik 
dalam memenuhi kebutuhan publik dengan 
mengutamakan kesejahteraan masyarakat. 
Sehingga dalam menjalankan segala aktivitasnya 
sektor publik tersusun di seluruh kegiatan dan 
program kerjanya dalam sebuah anggaran. 
B. Pariwisata 
Pariwisata adalah suatu kegiatan atau 
perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau 
liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk 
aktivitas. Menurut Musanef (1995, h.8) secara 
etimologis pariwisata terdiri dari dua suku kata 
yaitu “pari” dan “wisata”, dimana dijelaskan 
bahwa pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-
putar atau berulang-ulang. Sedangkan Wisata 
berarti perjalanan atau bepergian. Atas dasar itu, 
maka kata pariwisata seharusnya diartikan 
sebagai perjalanan yang dilakuan berkali-kali 
atau berulang-ulang dari satu tempat ke tempat 
lain. seseorang yang melakukan perjalanan 
paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari 
rumahnya dengan tujuan rekreasi. Selanjutnya 
jenis-jenis kegiatan dan usaha pariwisata 
menurut Undang- Undang Pariwisata Pasal 14 
Nomor 10 tahun 2009 itu terdiri dari: 
a. Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, 
daya tarik wisata budaya dan/atau daya 
tarik wisata buatan/binaan manusia. 
b. Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan 
kawasan untuk memenuhi kebutuhan 
pariwisata sesuai peraturan perundang-
undangan. 
c. Usaha penyediaan angkutan untuk 
kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan 
angkutan transportasi reguler/umum. 
d. Usaha penyediaan jasa perencanaan 
perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan 
penyelenggaraan pariwisata termasuk 
penyelenggaraan perjalanan ibadah. 
e. Usaha penyediaan makanan dan minuman 
yang dilengkapi dengan peralatan dan 
perlengkapan untuk proses pembuatan, 
penyimpanan dan/atau penyajiannya. 
f. Usaha penyediaan pelayanan penginapan 
untuk wisatawan yang dapat dilengkapi 
dengan pelayanan pariwisata lainnya. 
g. Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa 
usaha seni pertunjukan, arena permainan, 
karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi 
lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, 
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tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata 
tirta dan spa. 
h. Usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut 
dengan usaha pariwisata adalah usaha 
penyelenggaraan wisata dan olahraga air, 
termasuk penyediaan sarana dan prasarana 
serta jasa lainnya yang dikelola secara 
komersial di perairan laut, pantai, sungai, 
danau, dan waduk. 
 
C. Pasar 
Pasar adalah situasi dimana para pelakunya 
(penjual dan pembeli) dapat menegosiasikan 
pertukaran suatu komoditas atau kelompok 
komoditas. Menurut Badudu dan Zein (1996, 
h.733) Pasar adalah kekuatan penawaran dan 
permintaan, tempat penjual yang ingin 
menukarkan uang dengan barang atau jasa. 
Apabila kata retribusi dan pasar digabungkan, 
maka pengertian retribusi pasar bagian retribusi 
daerah yang dipungut secara langsung pada suatu 
tempat terjadinya transaksi jual beli. Kemudian 
menurut  Fuad (2000, h.23-24,27) pasar bisa kita 
bedakan menurut bebrapa kategori diantaranya: 
a. Pasar menurut fisiknya 
b. Pasar menurut waktunya 
c. Pasar menurut barang yang diperjual 
belikan 
Pasar menurut luas kegiatannya 
d. Pasar menurut bentuknya 
 
D.   Retribusi 
Retribusi adalah pungutan yang dikenakan 
kepada masyarakat yang menggunakan fasilits 
yang disediakan oleh negara. Menurut 
Suparmako (1997, h.94) Retribusi adalah 
pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, 
dimana kita melihat adanya hubungan antara 
balas jasa yang langsung dan diterima dengan 
adanya pembayaran retribusi tersebut. Kemudian 
retribusi menurut Undang Undang Pasal 1 
Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi 
daerah menurut Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang Undang Pasal 18 Nomor. 34 Tahun 2000 
dan Peraturan Pemerintah Pasal 2-3 Nomor 66 
Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat 
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Retribusi 
Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, 3.Retribusi 
Perizinan Tertentu. 
 
 
 
E.  Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah merupakan 
pendapatan yang diperoleh dan digali dari 
potensi pendapatan yang ada di daerah. Menurut 
Undang-Undang Pasal 5 Nomor. 33 tahun 2004 
sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: 
1.   Pendapatan Asli Daerah  
2.   Dana Perimbangan  
3.   Lain-lain penerimaan yang syah. 
Undang-undang Pasal 5 Nomor 33 tahun 2004 
menunjukkan bahwa komponen penerimaan 
daerah terdiri dari: 1) Penerimaan daerah, 2) 
Pendapatan daerah 3) Pembiayaan daerah. Dalam 
penelitian ini yang dianalisis difokuskan pada 
Pendapatan Asli Daerah. 
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan 
menggunakan metode analisis Miles dan 
Huberman.  
Adapun fokus dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
2. Faktor penghambat dan pendukung yang 
mempengaruhi pasar wisata Kota Malang 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah. 
Analisa yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisa interaktif 
yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman 
dalam Sugiyono (2011, h.246), yang terdiri dari 
empat alur kegiatan yang terjadi meliputi: 
penyajian data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Lokasi dan situs 
penelitian adalah Pasar Minggu Kota Malang 
yang terletak di Jalan Tenes dan yang menjadi 
situs adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Malang. Sumber data diperoleh dari data 
primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara dan 
doku-mentasi.  
 
Pembahasan 
Pengaruh kontribusi keberadaan pasar 
wisata  Kota Malang terhadap usaha kecil dan 
menengah serta masyarakat pada umumnya 
dapat dilihat dari  dampak positif pasar wisata 
terhadap meningkatnya perekonomian daerah 
Malang, yang salah satu indikatornya adalah 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari 
penarikan retribusi pasar wisata tersebut ada 
dampak positifnya yaitu untuk membantu 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Di samping itu juga bagi para pedagang atau 
pengusaha kecil dan menengah dengan 
mengikuti paguyuban di pasar wisata kota 
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Malang ini mereka dapat memperkenalkan 
produk-produknya kepada masyarakat, sehingga 
mampu mengembangkan potensi pasar wisata itu 
sendiri. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 
gambaran potensi keuangan daerah pada 
umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan 
retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan 
asli daerah dari sektor retribusi, maka 
kedatangan  para wisatawan akan meningkatkan 
PAD tidak hanya melalui retribusi pasar tetapi 
juga secara tidak langsung meningkatkan PAD 
melalui Pajak Daerah.  
Dari pernyataann di atas tampak bahwa 
menurut para pedagang kontribusi terhadap PAD 
kota Malang termasuk dalam jumlah yang besar 
dalam pandangan para pedagang maupun 
pengurus. Sehingga harapan para pedagang 
dengan adanya kontribusi yang besar pemerintah 
kota Malang memperhatikan keberadaan pasar 
wisata kota Malang. Suparmako, (1997, h.94) 
Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada 
pemerintah, dimana kita melihat adanya 
hubungan antara balas jasa yang langsung dan 
diterima dengan adanya pembayaran retribusi 
tersebut. Kemudian retribusi menurut Undang 
Undang Pasal 1 Nomor. 28 tahun 2009 adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak 
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang 
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi 
yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah 
dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda). Potensi  pasar wisata kota Malang 
tersebut semestinya diikuti dengan penge-
lolaannya yang harus lebih profesional dengan 
melibatkan pelaku usaha dan jasa pariwisata, 
pemerintah, masyarakat dan  termasuk media 
massa. Perlu ada kerjasama yang lebih baik lagi 
agar lebih berkembang.  
Pasar Wisata Kota Malang dapat dijadikan 
sebagai tempat mencari nafkah bagi para 
pedagang dan bagi para pengrajin usaha kecil 
khususnya dan juga usaha menengah dapat 
dijadikan sebagai tempat menjual dan 
memperkenalkan hasil produksinya kepada 
masyarakat luas khususnya masyarakat Malang 
raya. Adapun besarnya retribusi yang dibayarkan 
oleh para pedagang adalah sebesar Rp. 12.000 
sebagaimana dijelaskan oleh pedagang yang 
berjualan di pasar minggu. Apabila dihitung 
secara matematis maka pendapatan yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: 
Rp. 12.000 x 459 pedagang =  5.508.000 
rupiah per minggunya jumlah pedagang 
sebanyak 459 diperoleh dari hasil wawancara 
dengan para pedagang. Berdasarkan perhitungan 
diatas maka untuk satu bulan diperoleh 
pendapatan retribusi sebesar Rp. 22.032.000 dan 
dalam satu tahun jumlah tersebut akan menjadi  
Rp. 264.384.000. Berdasarkan penjelasan dapat 
diketahui bahwa secara nominal memang sudah 
dapat diketahui jumlah pendapatan retribusi yang 
dibayarkan oleh para pedagang terhadap 
paguyupan dan selanjutnya ke Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan. Sebesar Rp.5.508.000. 
Pendapatan pasar Minggu Kota Malang tiap 
tahunnya sangat sulit untuk ditingkatkan karena 
jumlah pedagang yang berjualan hanya 459 
orang pedagang dan itu pun tidak boleh lebih 
dari  dan tidak kurang. Jadi dapat diketahui 
bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 
ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
sebagaimana pada pasar wisata kota Malang 
adalah memang memiliki peran namun untuk 
bisa meningkatkan PAD itu kemungkinannya 
tidak bisa karena jumlah pedagangnya hanya 
sekitar 459 jadi perolehannya juga tetap dan 
tidak mampu untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah. Menurut Santoso (1995, h.35) 
penerimaan retribusi pasar masih potensial untuk 
ditingkatkan namun ada hal-hal yang perlu 
diperhatikan yaitu sebagai berikut: 
1. Struktur tarif retribusi perlu evaluasi agar 
besarnya dapat mencerminkan struktur 
biaya yang sebenarnya 
2. Apabila ada kenaikan tarif retribusi pasar 
maka perlu diadakan perbaikan dan 
penambahan fasilitas dipasar 
3. Untuk keadilan maka pemungutan retribusi 
terhadap pedagang perlu dibedakan 
menurut skala usaha 
Kebersihan dan keindahan pasar perlu 
ditingkatkan untuk menarik pembeli dan 
memberi  kenyamanan berbelanja sehingga pasar 
menjadi lebih ramai dan pendapatan pedagang 
meningkat. Dalam Undang-undang Point C 
nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah dijelaskan bahwa pajak daerah 
dan retribusi daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Retribusi 
Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  
Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. Menurut Halim (2004, h.67) 
Pendapatan Asli Daerah dipindahkan menjadi 
empat jenis pendapatan yaitu: 
1. Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah 
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4. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan. 
5. Lain-lain PAD yang sah. 
 
Kesimpulan  
Kontribusi dari retribusi yang dibayarkan 
oleh para pedagang apabila dilihat dari nominal 
rupiah yang diterima Pemerintah Kota Malang 
dari Pasar Wisata Kota Malang adalah sebesar 
Rp. 22.032.000,00 Retribusi Pasar Wisata dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 
Rp.264.384.000,00 dapat dilihat bahwa besaran 
retribusi yang dikenakan oleh pemerintah Kota 
Malang dinilai wajar, para pedagang memiliki 
kemampuan untuk membayarnya. Besarnya 
retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang  
dianggap wajar bila dibandingkan dengan 
pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang 
pasar wisata kota Malang. Peningkatan 
kontribusi retribusi di Pasar Wisata Kota Malang 
sudah membatasi jumlah pedagang sehingga 
upaya untuk meningkatkan  kontribusi terhadap                  
dfPendapatan Asli Daerah sulit dilakukan. Dapat 
diketahui bahwa dari penarikan retribusi pasar 
wisata tersebut ada dampak positifnya yaitu 
untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Faktor yang mendukung 
diantaranya adalah tingginya kesadaran para 
wajib retribusi dalam membayarkan kewajiban 
retribusinya.  
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